BAB IIC

PERBUATAN PIDANA PuUNIPUAN MENURUT KUHR

A. Pengertian perbuatan pidena penipuan

Sebelum kami menerangkan tentang perbuatan pidana

penipuan, penulis akan menjelaskan terlebih d2hulu tentang

hukum positif, Yanz dimaksud dengen hukum positif  adalah
hukum yang berlaku saat ini ( Sudarsono 1992 : 172 ). Se =

dangkan yang dimaksud dengan hukum pidena adalah hukum yang
mengatur tentang kejohatan dan pelanggaran terhadap kepenti
ngan umum, dan perbuatan tersebut dianczm dengan pidana -
yanz merupakan suvatu penderitaan. Keistimewaan hukum pidana
vang terletak pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana
sehingga memungkinkan hukum ini dipstuhi dan ditaati ol=h
tiap-~tiap individu atau subyek hukum yang lein (‘Sudarsono

1992 : 170 ).

Dalam kehidupsn nyata bahwa sinksi pidana yang oda

]

dalam hukum pidana merunsken salah gatu penderitasn yang ber
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sifat khusus sebab pidang yens dicncruwken kepada calon pe -
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kepada pelanggar atau peleku kejehobton yvans dopat berupa pi

dena mati, pldane penjere din dends otew sonkel-sentel lein

Yang telalr ditentuken oleh kaldri:-lceidoh pidena sesuri deng
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an perkembangan pertumbuhan hukum, Meksud anmcaman pidena ter
sebut adalah untuix melindungi kepentin ren-kepentinjaen orang
dalam pergaulan hidup. Ilukum pidana monggunakan ancoman pil-
dana dan penjatuhen pidena apabile kepentingan-kepentingaon
tersebut seimbang dengan pengorbanan yagg harus ditanzgung

oleh korban kejahatan atsu pelanggaran (Sudarsono 1992: 172) .

Perbuatan pidana merupaken suatu istilah yang me-
ngandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana ,
sebagai istilah yeng dibentuk dengen kesaderan dalam membe-
riksn ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuaten
pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiva-pe=-
ristiwa yang konkrit dalam lapangen hukum pidana, schingga
perbuatan pidana haruslah diberiken arti yang bersifet ilmi
ah dan ditentukan dengen jelas untuk dapat memisahkan deng-
an istilah yang dipekai schari-hari dalam kehidupan masyara

kat .

Peristilahan perbuatan pidana adalah yang dimeksud-
kan sebagai terjemehan dalam bahasa Indonesie untuk istilah
bahasa Belanda "delict" atau "strafbaar"feit" (Bassar 198L

hal I ).

Didalam bnhasa Indonecsia sob“gai terjemahannya dipa
kei berbagai istileh yang berbeda ualk didalam buku-buku ma

upun dalam peraturan-peraturan tertulls, umpamanya RN
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a, Perisﬁiwa pidana

b, Perbuatan pidana

Co, Pelanggaran pidana

é. Perbuatan yang dapat @ihukum
g, Perbuatan yang boleh dihukum

f. Tindak pidana ( Bassar 1984 : I ),

Dari keemam istilah yang tercipta dalam bahasa kita
untuk menterjemahkan istilah "delict'" atau “"straafbaar feitl

Sedangkan menurut dari berbagai pandangan sarjana mengemuka-
\

kan sebagai berikut :

Menurut K, Wantjik Saleh, diamtara keenam istilah -
itu yeng paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalsh bu
tir b dan f, sebab antara kedua istilah ifu yang méndukung
pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum
( Saleh 1983 : 5 ), | ‘

Mulyatno memakai istilah "nervuatab pidanaﬁ yang
rumusannya sebageil beriakut :

"Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana -
disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertlentu ba-
%i siepa saja yang melanggar larangan tersebut, ( yaitu sua
u kejadian yang ditimbulkan. oleh kelzkuan orang ), sedang-
kan ancaman pidananya ditujuken kepada orang yang menimbul-
kan kejadian itu. /intara larangan dan ancaman pidana ada
hubzngan yang erat yang tak dapat dipisahkan (Huly?tno 1983
: 54), | : | |

Adapun masyarakat sehari-harinya telah lazﬂm memper-
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gunakan perbuatan, Seperti, perbuatan jahat, verbuatan tidal
senonoh, perbustan dosa, dan tidak sebaliknya mempergunakan

kata-kata peristiwa atau tindek jehat (Fulyatno 1933 : 54 ).

Kemudian dikataken nula bahwa wvujul dari pada sifat
perbuatan-perbuatan pidana ini adalall merunakan perbucton -
yang merugiken masyarakat, dalam arti berlentengin dengen -
norma atau menghembat akan pelaxsancan dalam tate pergaulen

masyarakat .

Sedangkan wirjono Projodikoro men:;emukakan, behwa
suatu tindak pidana adalah pelznggaran—pelanggaraninorma da
lam bidang lain, yaitu hukum ketateznegaraan, hukum perdata,
dan hukum tata usaha pemerintahan yaong oleh pembentuk wwiun-
dang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana (Sianturi

1986 : 207 ).

Istilah perbuatan berarti melakukan nerbuaten (pas-
sive handeling), tidak mencakup nengertian mensekibatken a-
tau tidak melakukan, Istilah peristiwa tidak menunjukkan ke
pada hanya tindakan manusia, sedangkan terJjemahan perbuatan

pidana atau strafbear feit adalah sudah tepat.

Jdari uraian diatas dapat diambil nengertian, bahwa

suatu perbuatan akan menjadi suetu perbuatan gidana apabila
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pérbuatan tersebut :
a. Dilarang oleh aturan hukum
b. Merugikan mesyerakat

c. Melawan hukum |
‘Saleh 1985 : 15 ).

d. Pelalunya diancam dengan pidana (

Yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu perbuat
an pidana adalah butir a,d, sedang butir b,c, menunjukkan -

suatu perbuatan itu,

Lebih jauh lagi Mr. Hazewingkel Suringa! Mr.H.B,Vos
dan Mr. W.P.J. Pompe memberikan rumusan tentang pengertian
strafbaar feit sebagai kelakuan orang yang oleh undang-un -
dang diancam dengan pidana, Sedangken Simen dan Van Hamel
merumiskan sebagai kelakuan &ang dithubungkan dengan kemampu

an bertahggungjawab dari si pelékﬁ ( Koeswadji 1984 : 4 ).

Untuk mengetahui apakah perbuatan itu meru?akan tig-
dak pidana atau buken, maka dilihat peda ketentuan-ketentu-
an hkum pidana yang berlaku. Bagi negara Indonesia ketentu-
an-ketentuan tersebut termuat dakam :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Peraturan-peraturan yeng mgrupakan ketentuan hukum pi
dana diluar KUHP,
]

Jadi suatu perbuatan pidana yang bersifat ﬁelawan -
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I
hukum ctau nmerugilkan masyorakot don dilarang olch cturen »i

dana, meka pelakunya akan diancem dengan pidana, belum ten-
tu merupckan nidana sebelum ade larangan oleh aturan hukum,

Adapun istilah nenipuan sebagaimana lazimnya diguna
kan orang menyebut jenis kejahatan yang diatur didalam buku
ke II Bab ke XXV KUHP tersebut digunakan perkataan "penipu-
an" atau "bedrog",karena sesungguhnys didalam bab tersebut
diatur sejumlah perbuatan—perbuafan yeng ditujuken terhadoo
harta benda,dulam mana oleh si peleku telzsh dinercuncken -
perbuatan-perbuatan .yang bersifat menipu atau diperzunskan
tipu muslihat (Lezmintang 1979:262 ).

. Sedangkan obyek dari »nada nerbuctan penipuan itu si
pelaku memaksa orang lain untuk menyerchkan sesuatu benda -
dengon menggunakan mena palsu dan tipu muslihot.Dan penyera
han sesuatu benda itu merup~kan solah satu unsur dari kejeo-

hatan ini.

Sedanzkan menurut bahosa penipuan atau menipu ada -
lah mengambil untung sebanyak-banyaknya dari e@rang lcin ya-
ng disertai dengan suctu tipu muslihat,memperdaYa,@engakali,
mengecoh,memoerdaya misal : Orany yang bodah mudahkdi tipu

(Paervodarminto 1993 : 1079 ). Demikianlah pengertian peni-

puzn menurut bahasa,
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Dalem kemus hukum disebutkan bahwa penipuan edalsh |
proses,perbuctan cara yang tidak Jujur.dengan moksud untuk

menyesatkan atau mengecoh atau memperdaysken, hal 1n1 diatur

dalam pasal 378 KUHP ( Sudarsono 1992 : 350 ).

Dari uraian diatas dapét ditarik suatu kesimpulan -
bahwa penipuan menubut—hulkumpesitif adalah suatu perbuaten

yang bertentangan dengan hukum pidana sehingga perbuatan e

=

tersebut mengekibatkan ruginya fihak lain dan bagi pelaku -

|
nya diancam dengan senksi yang telah dipastikan menurut pa-

sal 378 KUHP,

B, Unsur-unsur tindak pidana penipuan

= . ‘ !

Penipuan adajah perbuatan yang melanggar ' hukumiy

termasukAperbuatan pidana denéap akibat dipertanggufg Jawab
kan atas perbuatan ‘tersebut denéén dikenakan sanksi pidena-

nya, yvaltu seperti yang telah diatur dalam pasal-pasal kitab
undang-undang tersebut antara lain pasal 378,379 KUHP dan
pasal-nasal lain yang mengatur tentang penipuan ini dijadi -

kan sebagai landasan hukum dalam perbuatan penipuan°

~ Suatu perbuatan dapat diketeBorikan penipuan, Jika
didalamnya terdapat unsur-unsur dari p«da penipuan itu sen-

diri,adapun unsur-unsur penipuan menurut pasal 378 KUHP da-

- pat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur

subyektif ( Lamintang 1979 : 263 ).
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a, Unsur-unsur obyektif penipuen menurut nasal 378 KUHP ada-

lah sebegei berikut :
1. lenggerakkan atau bewegen

. Orang lain otau iemend

N

Wl

. Untuk menyerakhan su<tu bpenila atau tot de afgifte van
eenig goed
L. Untuk mengrdakan perjenjien hutang atau Bot het aang-
aan van eene schuld
5. Untuk meniadakan suatu piutang atau het te nietdoen -
van eene inschuld
6. Dengan menggunakan day:c upaya beruda :
é; memp ergunakan nama palsu at%u het aane men van een
valse naam !
b, mempergunakan tipu muslihatvatau listige kunstgre-
pen |
c, mempergunckan sifat pelsu atou een valse hoedani -
gheid
d. mempergunakan susunan kata-kata bohong atau een za-
menweefsel van verdichtsels ( Leminteng 1979 : 267%)
Unsur-unsur subyektif peninuan menurut pasal 578 KUIP -
adalah sebagai berikut :
1. Denzan maksud atau met het oogmerk
2, Untuk menguntungkan'difi sendiri atau oreang lioin ateu
om zich of een ander wederfechtelijk te bevoordalen
5. Secara melawan hak atau wederrechtelijk.(Laminfang~f-

1979 : 263 ),
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! )
Yang - diancam hukemen dalam unsur-unsur pada pasal

378 ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya; membe~
rikan sesuatu barang atau supaya membuat utang ata# mengha
pusken piuteng dengan meIlawan hukum, dengen :
1. tipu muslihat;
2. rangkaian kebohongan;b
3. nama palsu;
L, peri keadaan palsu;
demgan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain,
- Membujuk ialah menanamken pengaruh;demikian rupa terhadap

orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat se-

suatu sesual dengan kehendaknya, padahal apabilaiorang -
itu mengetahui duduk soal yang sebénarnya, tidakéakan mau
melakukan perbuatan itu,
- Mengwtungken diri sendirixdengan melawan hukum berarti -
menguntungkan diri sendiri deﬁgén tiada hak ( Sugandi 1980:
397 ). A -
(i)Rangkaian kata-kata bohong : Disyaratkan, bahwa Harus ter
ldapét beberapa kata bohong yang di@capkan. Suatu kata bo-
hong saja dianggap tidak cukup sebégai alat penggersk a -
ataupun alat bujuk, Rangkaian kata-kata bohong yang diucap
ken secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang
dapat diterima sebagail sesuatu.yanéblog;s dan benar, Jadi
katé—kata itu tersusun hingga kata yang%satu membenarkan

atau memperkuat kata yeng lain ( Afwar 1994 : 41 1),

42



Setelah mengetahui wnsur-unsur tersebut, mrka penu-
lis akan mencoba menjabarkan d=2n menafsirkan sesuai dengan
yang dikehendaki oleh undang-undan:, oleh pembentuk undang-

undang, oleh yurisprodendi, dan oleh doktrin,

Dengan berdasar kepada uraian diatas maka unsur-un-
sur perbuatan pidana penipuen diatas depat dibagi menjadi -
dua unsur yaita :

1. Unsur-unsur obyektif yang terdiri dari :

a2, Menggerakkan orang lain yaitu, sebagaimena telah kita
ketahui, bahwa\ perbustan menggeraklkan orans lrin menu
rut pasal 378 KUHP ini tidrk disyoratkan dioakainyas -
Upaya-upaya yan#s berups pemberian, Jjanji, nenyalahsu-
naan kekuasaan dan lain-lein, melainkan dengan memper
gunakan tindakan-tindaken berupa perbuatan-nerbuatan
ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu (La-
mintang 1979 : 264 ),

b. Untuk menyerzhkan suatu benda j Jalam hal ini perlu -
dicatat bahwa bende yang dimaksud tidekleh perlu harus
diserahkan sendiri oleh orang yang ditipu kepada orang
yang menipu,-dapat penyerahen barang tersebut dilaku-
kan oleh orang yang terjtipu kepada orang suruhan si -
penipu, dengen pernyataan supaya benda tersebut dise-

rahken kepada orang yang telah menggerakkan dirinya -
untuk melakukan penyerzhan benda tersebut ( Lamintang

1973 : 265 ),
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Untuk menyerahksn suatu benda ( ﬁembujuk ); sebenar
nya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari pada
istilah membujuk, untuk melepéskan setiap hubungan?dengan -
penyerahan (levering) déiam pengertian hukum perdata, Dalam
perbuatan menggerakkan orang untuk menyerakkan harus disya-
ratkan adanya hubungan kausal antara alat penggeraﬁ'itu dan
penyerahan barang dan sebagalannya. }Penyerahén suétu barang
yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat éenggerak
atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengeéukakan -
pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergun%kan alat-
alat penggerak/pembujuk itu, Alat-alat itu pertama%tama -
harus menimbulkan dorongen didalam Jjiwa seseorang %ntuk me-
nyerahkan sesuatu barang. Psych&¢ dari korban kareﬁa penggu
naan alat penggerkk/pembujdk:tergerak sedemikian rﬁpa, hing
ga orang itu melakukan penyerahan barang itu. tanp; penggu-
naan alat atau cara itu korban tiiak akan tergerak psychee-

nya dan penyerahan sesuatu tidak ekan terjadi,

C}/Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu -
menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan sese
orang.yang normal hingga orang itu terpedaya karengnya ( -
( Anwar 1994 : 42 ),

-
e

Jadl apabila orang yang dibujuk atau diger&kkan me=~
ngetahui bahwa alat-alat itu tidak benar, meka ia tidak a -

kan melakukannya meskipun orang itu menyerahkan barangnya.
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c. Untuk dapat dikatakon bahwa disitu telch terjodi pe-
nyeraheri suatu bende senerti yang dikehendaki orang -
yang melakuksn penipuam, benda tersebut haruslah sudah
terlepas dari kekudsaan oreng yenz ditipu, dengen ti-
dak perlu memperhatikan anaken benda terscbut sudoh -
benar-bener dikuasai oleh ornng yans menipu atau bglum
sehingga cukuplah apabila orrng yong ditipu itu telah
menyerahkan barang tersebut atau barang yeng dimaksud
ken oleh orang yang meninu sebagal ckibot dori peniou
an yang dilakukan terhadan dirinya (Lamintang 1973:25%).

d, Untuk membuat suatu pinjeman yang dimeksud denzen oin
jaman disini bukanlah untuk mendapatken uong ninjaman
dari orang yeng ditinu, meloinken memakse orang terse
but untuk membonyar suatu jumlah uang tertenﬁu ( La -
mintang 1973 : 166 ).

e. Untuk meniadekan suatu piuteng yaitu Juza meniadaken
verikatan yenz sudah ada dari orens yanz ditio-u keoa-

da orang tertentu,

O ¥

f. lMemiergunakan nama palsu, yenig senting untuk diketa -
hul mengenai nama palsu ini adalah kenyataan yang ba-
nyak dijumpai sehari-hari, yaitu bahwa disamping nama
sehari-hari yang dikenzl oleh umum, orang sering mem-
pergun2kan nama tambahen etaupun pada segolongen nen-

i

duduk tertentu ade pula yeng disamoing mempudyai nama

keluarga yang dikenal oleh umum, orasng itu Jjugz mem -

punyai name kecil atau voornaam. Apabila kini seseorang
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mémpergunakan nama tembahen ataupun nama kecil yang memang

resmi menjadi bagian d@éari namanya dan telah dikenal oleh

umum maka penggunasn nama semacam ini tidak dianggap seba-

gal pemalsuan, sebaliknfz jike nama tersebut tidak diketa-

hui oleh umum meka ini merupakan perpuatan penipua#,

ma orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki

Penggubaan nema paidg: bukan nama sendiri, tetapi na

—

oleh siapapun Jjuga termasuk didalam Penggunaan nama palsu .

Dalam nama ini termasuk Jjuga nama tambahan dengan syérat -

\ i :
yang tidak dikenal oleh orang lain (iAnwar 1994 ¢ 41 ),

C§> Mempergunakan sifat palsu, yang dimeksud dengan memper -

gunakan sifat palsu ini tidaklah perlu orang itu mengaku
bahwa ia adalah misalnya seorang anggota poliai, Jjaksa,
dan sebagainya, akan tetabi jugaiapabila ia mengatakan -
bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu, dima-
na ia mempunyai hak-hak karenanya, maka perbuatén terse-~
but sudah dapat dikatakan sebagaﬁ mempergunakan sifat -
palsu ( Laminteng 1978 : 270 ). ‘

Tipu muslihat adalah suatu tipu yijang diatur demikian ra-
pinya, sehingga orang yang berpiﬁiran normal pun dapat
mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu -
( Sugandhi 1980 : 397 ).

Mempergunakan susunan kata-kata bohong, yang dimaksud -

dengan kata-kata bohong atau verdichtsels itu | adalah
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kato-keta dusta atau leucenachtige ongaven cteu keta -
kata yans bertentangen dengen kabonaran (Lamintans 1973
i

: 275 )»o

2. Unsur-unsur subyektif y'ng terdiri deri duc mocam yeitu:

a. Dengen maksud atau oogmerk ‘
Perkataan oogmerk didalam pasal 378 KUHP itu mempunya
i arti yang sama dengan "Opzet" yeng biasanya diterje
mahkan dengan ocerkataan sengaja atau dengen maksud .
Opzet atau maksud itu harusleh ditujukan untul menzuz
sal benda yang dieambilnya itu bagl dirinyc sendiri se
cara melawan hukum

b. Untuk mensuntunckan diri sendiri
Maksudnya adalah perbuatan menambah harta kekayaan se
seorang dari pada harta kekoyaan semula.( Lamintang

1978 : 276 ).

Berikut ini oenulis sajikin beberons phtusan nenga-
dilon yeng berkenaon dengan Kejahetan nenipuan peda umumnya,
2. Arrest Hoge Raad tanggal 2¢ meret 1949 ( N,J. 1949 No, -

506 ) yang mengataken, bahwa unsur-unsur dari penipuan -
adalah dengen maksud untuk memnerolech keuntungan orang 1
lain untuk menyerehken suatu benda denzen memqeggunakan

salah satu dari upaya-upaya penipuan,

b. frrest iloge Raad tangzal 10 Desember 1928 ( N.J. 1929 ha
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lamen 525, W, 11942 ) yagg mepgatakan, bahwa untuk sele
sainya kejahatan ini diperlukan tindakan dari orang la-
in selain dari si pelaku, Terdapatlah suatu permulaan -
tindakaﬁ pelaksanaany bilamana werbuatan tersebut tidak
memerlukan tindeken lain lagi dari si pelaku. Jika keja
haten yang dikehendaki tidak selesui, karena orang loin
yang diharapkan untuk berbuat sesuatu itu tidak berbuat
apa-apa maka disitu terdapat suatu percobaan.

c. Arrest Hoge Rzad tanggal 27 Marct 1939 ( N,J. 1939 No.-
980 ) yang mengatakan, bahwa disitu terdapat sumatu per-
cobaan untuk meiakukan kejahatan penipuan, begituisi pe
laku dengan maksud untuk menguntungken Bagi dir;l;nya ség
diri atau orang lain secara melawan hak telah mémpergu—-
nakan nama atau sifat palsu, atau mempergunakan tipu
mué_lihat atau susunan kai‘:é-,-kata t%ohong telah menggerak-
kan orang lain untuk menyeréhkan sesuatu benda ( Lamin-

tang 1979 : 278 ),

Di dalam lepangan hukum pidana Arrest tersebut di -
atas telah mencukupi untuk dipakal sebagai pedoman untuk mem
berikan arti, terhadap perbuatan-perbuatan mana yang digng-—

gap sebagai perbuatan yang melanggar hukum,

C. Bentuk-bentuk pidana penipuan dalam KUHP

Apabila kita meneliti rumusen tindak pidana  dalam
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KUHP, mcka kita skan mengetehui bahwa pemventuken  undang-
undsng dalam rumusan tindak pidane itu dilakukan dengan ca-

ra sebagai berikut :

1. Dalam rumusan tindek pidzna itu :
a. Mencantumkan umsur-unsur secara lengkap
b, Juga menyebutkah yuridis kwalifikesinya, yakni -
pemberian suatu mass pada rumusen itu

c. lencentumkan ancaman pidananya.

Cara perumusan seperti ini dapst dilihat pada rumusen tin .-
dak pidana pencurian ( pasal 362 ), penggelapan ( pasal -
372 ), peniouan ( pasal 378 ), pemerésan ( pasal 368 ), pe-

ngancamen ( pasal 369 ), den lain sebagainya.

2. Merumuskan tindak pidana dengan cera :
a. Menguraikan semua unsur-unsurnya secara lengkap te
tapi tidak menyebutkan yuridis kwalifikesinya.

b, Fencantumkan ancaman oidimanva,

Cara inilah yeng dipzkal olen pembentuk undieng-unding, con-
‘tohnya terdapat antara lain dalam pazsal 160, pasal 187, pe-
sal 209, pasal 242 KUHP dan lain-lain.

Untuk lebih memudehkan mengingat-ingat dan menunjuk

kepada suatu rumusen yang dimaksud maka dalam praktek sering
kali diciptekan kwalifikasi sendiri. Misalnya rumusan dalzm
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pasal 160 KUHP sebagai penghasuten, pasel 187 sebagai pida
na pembzkaran, pasal 209 sebagai tindal pidena penyuapan ,

pasal 242 sebagal sumpah paldu, pasal 244 sebagai pemalsuen

=

uang dan sebagainya,

;
t
i
i

Disamping itu rumusean-rumusan tindak pidané» dalem
KUHP ini dapat lagi diadaken antara perumussn secara materi

al, formil, den formil materiil,

Perumusan dengan cara material hanya terdapat dalam
tindak pidana materQal saja, yaitu merumuskan tiﬁd%k pidana
dengan menyebutkan akibat yang dilarang saja, dengén kata -
lain yang menjadi pokok dalam rumusan itu adalah aﬂibatnya,
menimbulkan akibat itulah yang dilarang oleh undané—undang.
Contohnya pada tindak pidéna"'pembunuhan, cara ini adalsh sa
ngat jarang digunakan, sedangkén yang paling seriné diguna-
kan adalah cara perumusan formil, yaitu merumuskanﬁsuatu tin
dak pidana dengan menyebutkan secara tegas Bapi tiﬂgkah la-
ku yang dilarang, akibat dari tingkah laku itu tldak terla-
1lu penting untuk dirumuskan atau dalam perumusan, ,
!
3. Merumaskam tindak pidena itu ( Bada cara ya%g kedua)
disamping menyebutkan tingkah laku yang dilakukan juga men-

nyebutkan akibat yang dilarang, sebagai cara gabungan anta-
ra perumusen formil den material, be[agai contoh m%salnya

térdapat padé rumusan tindak pbdana ienipuan (pasél 378 ).
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Perbuatsn yono dilerang sebr gol mongreorakkan hoti, sedang -
akibat yang dilarang yaitu suatu akibat yang timbul dari
tingkah laku menggerakkan hati itu ialah menyerankin bareng
atau menghabusk.n piutang, Jjuzea terdenat »nade pemerzgsan drn

venganceman ( oasad 363 dan posel 369 ).

Kini bagsaimana dengon rumisan-rumusan tindak pidoana
yang termesuk tindak pidana pcninucn itu, Tindok nidens pe-
nipuen tersebut meonurut kitebh wrd nr-undoas hukum nidane me

nurut pasal 578 dirumuslien sebas: i berikut

Bentuk-bentu nerbuatan pidrnae seninuan dalam KUi? -
terdiri dari :
2. Peninuan dalam bentuk polok, iri terden~t dalam pasal 378
KUHP, bunyinya scbagai berikut :

"Barangsiapa dengan maksud untuk mensuntunsgken diri sen-
diri atau oranzg lain secara melavon nhzk, mempersunakan -
nama palsu atau sifat Halsu ataupun momDerﬂun ikon tiou m
muslihat stau susunon koato-latn bohon:s, men;gerukkan or-
ang lain untuk m nyerahkan su-tu benda atau mensadakan -
sucztu nerjinjian hutsng atru menicdaken suatu piutang,ka
rens s loh teloh melrkukan Heniouen, .h.nu.qum denf“m hU.n.U.
men penjirs solema-lomonyn emoat tohun (Foeljatno 1994
61).
' ]
b. Penipuan dalam bentuk peninuan ringan, kejahatan penipuan

rinzen ini terdspat dalam nasel 579 KUiP, yazng berbunyi
sebogal berikut

"Perbuctan yanz disebutkan dalam pasal 378 itu, apabila-
barang yang diserahkan bukan berupa ternak, dan nilai da

ri benda hutang atau piutang itu tidak leblh dari duapu
luh llmg rupiah, sebagai aerbuﬂtan melakukan nenipuan ri
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ngan, dihukum dengan hukuman penjara éelama—laménya tiga
bulan atau denda seban ak-banyaknya enampuluh rupiahh
( Moeljatno 1994 : 161 ?

i
| 1
i ' |

Delam pasal 378 dan pasal 37? ini mempunyai unsur -
wsur yeng hampir sama, kecuali nilai benda yang diperoleh
den yang didapat oleh sipenipu, yakni pada pasal 378 inl di
namakan penipuan pokok karena perbuafan ini térdir% dari \
1. Kajahatan ini dinamekean penipuan karena penipu itu peker

jaaﬂnya adalah :
af Membujuk oran§ supaya memberikan barang, membuat utang
atau memghapuskan piutang ! ,
b, Maksud pembujukan itu adalah : Hendék menguniéungkan -
diri sendiri etau orang lain secara melawan Qak
¢, Membujuknya itu dengan‘memakai :
1. nama palsu atau keadaan palsu atau
2, akal cerdik ( tipu musiihat )
- 3. karangan perkataan bohong ( Soesilo 1991

261 ).
2. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan ter-

hadap orang, sechingga orang itu menurutinya berbuat sesu
atu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenar
nya ia tidek akan berbuat demikien itu . ;

3. Tentang berang tidak disebutkan pembatasan, bahﬁa barang
itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk
menyerahkan bérang sendiri Jjuga dapat masuk ﬁenipuan,

asal elemen-elemen lain dipenuhi,
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Iy, Seperti halnya-juga deng:n nencurion, naka ponipurnoun -
jika dilakuken dalam kolingen kekeluargaan berloku pero-
turan yang tersebut dalam pisnl 367 jo. %04 ( Somsilo -

1991 ¢ 261 ).

Sedengken nads posal 379, onerburtrn ygeons diterrngion
d=lem paszl 378, Jjike baranc yrng diberiken itu buksn hewan
den harga barang, utang 2tau piutcng itu tidrk lebin deri T
250, dihukum ksrena oneninsurn riniin, denzin hlamin poenjar:s
selama-lemanya tiga\bulen ~tau Jdolt gebanyak-briyainya sem
bilzn ratus runiah (§ 900). Kejrhaten ini dinemakan! Penipu
an ringan" yaitu suatu penipuan jike barang yeng diserahkon
itu bukan hewan, atau hargznya tid:k lebih dari duz ratus -
lime puluh rupiah ( Rp 350 ), Jjiko »ercis i 250, masih mo-

suk penipuan rinzan ( Soesilo 1991 : 262 ).

Perlu diketohui, bahwa benda yenzg menjadi obyek ke-
Jjahatan neninuan diatas itu, tidaklah verlu menjadi milik -
orang yang ditipu, akan tetapi [ia dapnat juga merupzkan -

milik orang lain,

D. Sanksi hukuman tindak pidana venipuan dalam pasal 378

.

KUHP * '

1. Tujuan sanksi hukuman

Kejchatan ~tau tindnk pidana merupakan salph satu
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|
dari bentuk pidana menyimpang yang s?lalu[ada‘dan melekat
pada setiap bentuk masyarekat, Kejahitan disamping sebagai
‘masaleh kemapdsiaan, ia merupakan ma alah]sosial karena
banyak usaha penanggulangannya salah satunya adalah menggu-
nakan hukum pidena dan sanksi hukumannya ( Prakoso 1984 :31),
|
Oleh karena usaha ini masih diper%oalkan maka disam

ping sanksi hukum pidana dimaksudkanﬁebagai pengendalian -
masalah sosial ( Prakoso 1984 : 31 ), BerFasarkan pertimba-
hgan itu maka yaﬁg menjadi tujuen pokok d%ri sanksi hukuman
adalah untuk}memenuﬁi rasa keadilan ( Probodikord 1981 :16).
Dari tujuan ini pulalah kemudian dapat dijabarkan tujuan sa_
nksi hukuman yang dikemukakan oleh para s:arjana hukum yaitu
a. Untuk menakut-nakuti orang jengen sampiai melakukan tin -

dak pldana baik secara menakut-nakutl yang tidak melaku-

kan tlndah plidana agar di kemudlan hPPl tidak melakukan

tlndak pldana kembali »
b, Untuk mendidik atau memperbaiki orang—Frang yang sudash -

menandakan suka melawan tindak pidana,_agar menjadi orang

Yang baik tabiatnya, sehingga bermanfgét bagi masyarakat,

I
|

2. Sanksi hukumen tindak pidana penipuen dalam KUHP

a, Pembegian sanksi hukuman - |
Menurut KUHP, sanksi hukuman dibédakan menjadi dua

%4

|
!
|
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bagion besar ( Doeslan 1237 : 473 ) yaitu-:
1). Sanksi hukum:n pokok melinuti :

a, Sanksi hukumen moti

2
%]

anksi hukumen nehjsra

(]
(z)

Senksi hukuman kurunsan
d. Sanksi hukumen denda

2). Senksi hukuman tambeshen meliputi :
a, Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barabhz-baranz tertentu

c., Pengumuman putusen Haokim,

Perbedaan antara sanksi huluman pokok dan sanksi hu
kuman tambzhan adalah sebagai berikut :
1). Sanksi hukumen tambahan hanya dapat ditambahkan pada s -
sanksi hukuman pokok.
2). Sanksi hukuman tambahan tidak memiliki. sifat keharusan,
artinya scotang Hrkim bebas untuk mensmbenlion sonksi hu
kuman tambzhan keo 'da sanksi hulkkumsn pokokiatau tidek

(. Saleh 1937 : 51 ).
b, Sanksi hukuman tindak pidana penipuan? i

Penipuan adalah suztu yang bertentangan deﬁgan hu -
kum positif dan hukum Islam, upzaya penerapan hukum'terhedﬁp
penipuan sudah diatur dalam hukum oos1t1f namun yang nerlu
dikaji den digali kcmball adalah qeaauhmana batas-batas pe=-

j
i
i
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nipuan itu dianggap sebagai kejezhatan,

Dari pasal-pasal tentang tindak pidena peninuan de-
lam KUHP dapat diperoleh®zambaran sonksi hukumannya, yang -
secara berurutan dari yang terberot hingga yang teringan se
cara sistimatis adalah sebagai berikut :

1). Sanksi hukumen pokok meliputi . :
a), Pehjara terbatas dengan maksimum : ‘

1. &4 tahun sebagaimana diatur dalam pas~l 378

2. 3 bulan dan denda énam puluh rupiah sebagaimana

~diatur dglam pasal 379 |

3. 2 tahun 8 bﬁlan sebagaimana diatur dalam pasai -

380, |
b). Denda dengan maksimum ¢ Rp FO sebagaimana diatur -
dalam pasal 379 daﬂxﬁp 500% sebagaimana diatur da-

lam pasal 380 (1). |
2). Sanksi hukuman tambahan, yaitu Qencabutan hak-hak ter -
tentu, berupa hak pencaharian, ;ebagaimana diatur dalam

pasal 161 (2) dan pasal 163 (2) ( Moeljatno 1994 : 74),



